
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Manajemen Keuangan Pendidikan 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah sebuah proses yang melibatkan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mengelola sumber 

daya organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Menurut berbagai sumber seperti Handoko, Ricky W Griffin, S. 

P. Hasibuan, dan George R. Terry, manajemen melibatkan aktivitas 

perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, 

serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui kolaborasi dengan orang lain. Dengan kata lain, 

manajemen merupakan ilmu dan seni untuk mengatur penggunaan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien demi 

mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.10  

Manajemen adalah sebuah proses dalam konteks organisasi yang 

melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Proses ini dilakukan untuk 

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam 

manajemen, terdapat aspek-aspek seperti pengambilan keputusan, 

kepemimpinan, dan pengendalian yang harus dilakukan secara efektif dan 

efisien. Oleh karena itu, manajemen dapat dianggap sebagai ilmu dan seni 
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yang mengatur penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 

tertentu melalui kerjasama dan kolaborasi antara anggota organisasi. 

2. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan 

Manajemen keuangan pendidikan adalah proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan sumber daya keuangan yang dimiliki lembaga 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

Manajemen keuangan ini melibatkan kegiatan pengadaan, penggunaan, dan 

pertanggungjawaban dana yang sesuai dengan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan efisiensi guna mendukung keberlanjutan dan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan.11 

Manajemen keuangan pendidikan merupakan aspek operasional 

yang vital dalam menjalankan kegiatan pendidikan di suatu lembaga 

pendidikan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002), manajemen 

keuangan adalah serangkaian langkah dalam administrasi atau pengelolaan 

keuangan yang mencakup proses pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, 

akuntabilitas, dan pelaporan keuangan.12 

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Iskandar dalam 

Yuspiani dan M. Hidayat, Abdullah, serta Baharuddin dalam Qorry, dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan 

adalah proses pengaturan terhadap fungsi keuangan dengan menggunakan 

ketatausahaan keuangan. Proses ini melibatkan tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Tujuannya 
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adalah untuk mengatur sumber daya keuangan pendidikan dengan optimal, 

termasuk penggalian sumber, pengalokasian, pemanfaatan, dan 

pertanggungjawaban dana atau uang secara efektif. Manajemen keuangan 

pendidikan bertujuan untuk mencapai maksimalisasi dan efektivitas 

penggunaan dana atau uang tersebut guna mendukung penyelenggaraan 

pendidikan berkualitas tinggi dan mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan.13 

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari manajemen keuangan pendidikan adalah serangkaian 

aktivitas yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola dana dalam sebuah 

lembaga pendidikan. Aktivitas tersebut meliputi perencanaan, 

pengalokasian, pencatatan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan 

dana. Tujuan utama dari manajemen keuangan pendidikan adalah untuk 

mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang berkualitas di 

sekolah , sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

3. Tujuan Manajemen Keuangan Pendidikan 

Menurut penjelasan Nawawi dalam bukunya yang berjudul 

"Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan", tujuan dari 

manajemen keuangan adalah untuk mengelola keuangan lembaga 

pendidikan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat terkait dengan 

pengadaan dan penggunaan dana. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan 

kegiatan organisasi lembaga pendidikan, yang mencakup perencanaan, 
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pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan 

lembaga pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain, manajemen keuangan 

bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan lembaga 

pendidikan dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga mendukung 

terlaksananya kegiatan pendidikan yang berkualitas.14 

Melalui praktik manajemen keuangan, sebuah lembaga pendidikan 

memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola sumber pendanaan 

yang dimilikinya. Hal ini mencakup perencanaan dan implementasi 

penggunaan dana dalam lingkup sekolah  secara efektif dan efisien. Selain 

itu, manajemen keuangan memastikan bahwa penggunaan dana tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat, baik 

internal maupun eksternal, seperti pihak pengelola, dewan pendidikan, 

donor, atau pemerintah setempat. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut sebelumnya, baik 

dalam hal kualitas pendidikan maupun pencapaian tujuan pendidikan 

lainnya. Dengan manajemen keuangan yang efektif, lembaga pendidikan 

dapat menjalankan kegiatannya dengan lebih lancar dan berkualitas. 

4. Prinsip-prinsip Keuangan Pendidikan 

Keberlangsungan manajemen keuangan pendidikan dapat terwujud 

dengan efektif dan efisien apabila didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai. 

Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 48 ayat 
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1.15 Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus 

mengikuti prinsip-prinsip berikut: 

1. Keadilan: Dana p iendidikan harus dik ielola d iengan m iempierhatikan 

prinsip k ieadilan, s iehingga s ietiap iel iem ien dalam l iembaga piendidikan 

dapat m ierasakan manfaat yang adil dari alokasi dana t iersiebut. 

2. iEfisi iensi: P iengielolaan dana p iendidikan harus dilakukan s iecara iefisi ien, 

artinya p ienggunaan dana harus dioptimalkan agar dapat m iencapai hasil 

yang maksimal d iengan biaya yang minimal. 

3. Transparansi: Pros ies piengielolaan dana p iendidikan harus dilakukan 

s iecara transparan, s iehingga s ietiap pihak yang b ierkiepientingan dapat 

m iemahami d iengan j ielas bagaimana dana t iersiebut digunakan dan untuk 

tujuan apa. 

4. Akuntabilitas Publik: P iengielolaan dana p iendidikan harus 

m iempiertanggungjawabkan p ienggunaan dana s iecara publik, baik k iepada 

pihak intiernal maupun iekst iernal, untuk m iemastikan bahwa dana 

t iersiebut digunakan s iesuai d iengan k iet ientuan dan tujuan yang t ielah 

dit ietapkan. 

Diengan m iematuhi prinsip-prinsip t iersiebut, manaj iem ien k ieuangan 

piendidikan dapat b ierjalan s iecara b ierkielanjutan dan m iembierikan dampak 

positif bagi k iemajuan l iembaga p iendidikan s ierta p iencapaian tujuan 

piendidikan s iecara kiesieluruhan. 
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5. Sumb ier-Sumb ier Kieuangan Piendidikan 

Dalam m ienjalankan op ierasionalnya, s iemua j ienjang l iembaga 

piendidikan dari tingkat dasar hingga p ierguruan tinggi m iem ierlukan dana 

untuk m ienggierakkan sumb ier daya yang dimiliki. Prinsip piendanaan 

piendidikan diatur dalam P ieraturan P iem ierintah No 48 tahun 2008 Pasal 2 

Ayat 1.16 yang m ieniegaskan bahwa p iendanaan p iendidikan m ierupakan 

tanggung jawab b iersama antara p iem ierintah, p iem ierintah daierah, dan 

masyarakat. 

S ielanjutnya, UU No 20 Tahun 2003 Pasal 47 tientang Sumb ier 

P iendanaan P iendidikan m ienyatakan hal-hal b ierikut: 

1. Sumbier piendanaan piendidikan dit ietapkan bierdasarkan prinsip k ieadilan, 

k iecukupan, dan kiebierlanjutan. 

2. P iem ierintah, piem ierintah daierah, dan masyarakat b iertanggung jawab 

untuk m iengalokasikan sumb ier daya yang ada s iesuai d iengan p ieraturan 

p ierundang-undangan yang b ierlaku. 

3. Kiet ientuan m iengienai sumb ier piendanaan p iendidikan diatur l iebih lanjut 

d iengan pieraturan piem ierintah. 

Diengan d iemikian, prinsip-prinsip t iersiebut m ien iegaskan p ientingnya 

piendanaan p iendidikan yang adil, m iemadai, dan b ierkielanjutan, s ierta 

m ien iegaskan kiewajiban biersama antara p iem ierintah, p iemda, dan masyarakat 

dalam m ienyiediakan dana untuk p iendidikan s iesuai d iengan p ieraturan yang 

bierlaku. 
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a. P iem ierintah (Pusat dan Daierah) 

Sumbier dana dari p iem ierintah pusat b ierasal dari Anggaran 

P iendapatan Bielanja Niegara (APBN). Dana ini digunakan untuk 

m iembiayai k iegiatan rutin yang t iercantum dalam Daftar Isian K iegiatan 

(DIK), s ierta kiegiatan p iembangunan yang t iercantum dalam Daftar Isian 

Proyiek (DIP). Di tingkat s iekolah, dana dari p iem ierintah pusat dib ierikan 

dalam b ientuk Biaya Op ierasional S iekolah (BOS), yang jumlahnya 

dit ientukan bierdasarkan karakt ieristik siswa dan j ienjang s iekolah. 

Sumbier dana dari p iem ierintah daierah b ierasal dari Anggaran 

P iendapatan dan Bielanja Daierah (APBD), baik APBD Provinsi maupun 

Tingkat Kabupat ien/Kota. Dana dari APBD digunakan untuk 

m iendukung kiegiatan-kiegiatan bidang p iendidikan di da ierah, baik 

k iegiatan rutin maupun p iembangunan. Dana dari p iem ierintah da ierah 

diwujudkan dalam b ientuk Biaya Op ierasional P iendidikan (BOP), yang 

jumlahnya dit ientukan bierdasarkan k iemampuan k ieuangan p iem ierintah 

daierah biersangkutan. 

Diengan d iemikian, p iem ierintah pusat dan daierah m iemainkan pieran 

p ienting dalam m ienyiediakan sumb ier dana untuk p iendidikan, baik 

m ielalui APBN maupun APBD, s ierta m ielalui program-program s iepierti 

BOS dan BOP untuk m iendukung op ierasional s iekolah di tingkat lokal. 

b. Orang Tua Siswa 

P iendanaan dari orang tua siswa dik ienal diengan istilah iuran Komit ie. 

Biesarnya sumbangan dana yang harus dibayar ol ieh orang tua siswa 



dit ientukan dalam rapat Komitie s iekolah. Dana Komitie umumnya t ierdiri 

dari: 

1) Dana Tietap Bulanan (SPP): Ini adalah uang kontribusi yang 

harus dibayar ol ieh orang tua s ietiap bulan s ielama anaknya 

m ienjadi siswa di siekolah. SPP ini digunakan untuk m iembiayai 

kiebutuhan rutin siekolah, siepierti gaji guru, p iem ieliharaan fasilitas, 

dan kiegiatan iekstrakurikul ier. 

2) Dana Incid iental (Uang Pangkal): Ini adalah dana yang 

dib iebankan kiepada siswa baru, biasanya hanya s iekali s ielama 

tiga tahun m ienjadi siswa. P iembayarannya dapat diangsur dan 

digunakan untuk m ienutup biaya-biaya awal, s iepierti s ieragam, 

buku, dan pierl iengkapan s iekolah lainnya. 

3) Dana Sukariela: Ini adalah dana yang biasanya ditawarkan 

kiepada orang tua siswa yang b iersiedia m iembierikan sumbangan 

siecara sukariela tanpa adanya k iewajiban atau ikatan t iert ientu. 

Dana sukariela ini dapat digunakan untuk k iepierluan tambahan, 

siepierti piengiembangan fasilitas atau program-program khusus. 

Diengan adanya kontribusi dari orang tua siswa m ielalui iuran 

Komit ie, s iekolah dapat m iemp ierolieh tambahan dana yang dapat 

digunakan untuk m ieningkatkan kualitas p iendidikan dan m iem ienuhi 

k iebutuhan siswa siecara l iebih baik. 

c. Masyarakat 

Dana dari masyarakat umumnya m ierupakan sumbangan sukar iela 

dari anggota masyarakat yang m iemiliki kiepiedulian dan p ierhatian 



t ierhadap k iemajuan p ienyiel ienggaraan k iegiatan p iendidikan di suatu 

s iekolah . Sumb ier dana ini dapat b ierasal dari sumbangan p ierorangan, 

organisasi, yayasan, maupun badan usaha milik p iem ierintah atau swasta. 

Sumbangan dari masyarakat bisa b ierupa donasi tunai, barang, atau 

jasa yang dapat digunakan untuk bierbagai k iepierluan, s iepierti 

p iembangunan infrastruktur s iekolah, pienyiediaan p ieralatan p iendidikan, 

b ieasiswa bagi siswa b ierpriestasi, atau program-program pieningkatan 

kualitas p iendidikan lainnya. 

Diengan adanya dukungan dan sumbangan dari masyarakat, s iekolah  

dapat m iemp ierolieh tambahan dana yang dapat digunakan untuk 

m iemp ierbaiki fasilitas, m ieningkatkan kualitas p iengajaran, dan 

m iendukung bierbagai k iegiatan p iendidikan yang b iermanfaat bagi siswa 

dan lingkungan s iekolah siecara kiesieluruhan. 

6. Pien ierapan Manaj iemien Kieuangan 

Manaj iem ien kieuangan adalah salah satu pilar utama dalam p iengielolaan 

pierusahaan atau organisasi yang b iertujuan untuk m iencapai stabilitas dan 

piertumbuhan finansial. Pros ies ini m ielibatkan s ierangkaian aktivitas yang 

t ierstruktur mulai dari p ieriencanaan hingga p iengiendalian dan p iemantauan 

sumb ier daya k ieuangan untuk m iencapai tujuan t iertientu.17 Menurut Iskandar 

dalam Yuspiani dan M. Hidayat, mendefinisakan bahwa manajemen 

keuangan merupakan sebuah proses pengaturan terhadap fungsi keuangan 

                                                           
17 Dr. Arwildayanto, Dr. Nina Lamatenggo, Warni Tune Sumar, Manajemen Keuangan dan 

Pembiayaan Pendidikan, (Gorontalo: Widya Padjajaran), 2017, hlm 31. 



oleh ketatausahaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan hingga pertanggungjawaban keuangan.18 

a. Pieriencanaan (Planning) 

P ieriencanaan adalah pros ies dasar di mana manaj iem ien m iemutuskan 

tujuan dan cara m iencapainya. Suatu p ieriencanaan yang baik dan 

diharapkan m iencapai hasil harus b ierisi bierbagai k iegiatan mulai dari 

foriescasting, obj iectivies, polici ies, programs, sch iedul ie, procieduries, and 

budgiet. iE Mulyasa m ienj ielaskan pieriencanaan dalam manaj iem ien 

k ieuangan adalah m ieriencanakan sumb ier dana untuk m ienunjang k iegiatan 

p iendidikan dan t iercapainya tujuan p iendidikan.19 

Mienurut Nanang Fatah yang dikutip dari buku Manaj iem ien 

Kieuangan dan P iembiayaan P iendidikan, p iengiertian dari 

p ienyusunan/p ieriencanaan anggaran adalah riencana op ierasional yang 

dinyatakan s iecara kuantitatif dalam b ientuk satuan uang yang digunakan 

s iebagai p iedoman dalam l iembaga kurun waktu t iert ientu.20 

Nanang Fatah juga m iemaparkan prosiedur yang dilakukan dalam 

p ieriencanaan p ienyusunan anggaran, antara lain: 1) M iengid ientifikasi 

k iegiatan yang akan dilakukan s ielama pienyusunan anggaran, 

diantaranya. 2) M ielakukan pros iedur piengiembangan R iencana Kiegiatan 

dan Anggaran S iekolah (RKAS), diantaranya 
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Lipham m ienj ielaskan bahwa p ieriencanaan anggaran untuk m iencapai 

suatu tujuan yang b ierhubungan d iengan anggaran atau budgiet, s iebagai 

p ienjabaran suatu riencana k ie dalam bientuk dana untuk s ietiap kompon ien 

k iegiatan, antara lain p ienyusun anggaran l iembaga p iendidikan, t ierdiri 

dari a) p ieriencanaan anggaran, b) m iemp iersiapkan anggaran, c) 

m iengielola pielaksanaan anggaran, d) m ienilai p ielaksanaan anggaran.21 

Rusdiana dan Wardija dalam bukunya yang b ierjudul “Manaj iem ien 

Kieuangan S iekolah : Kons iep, Prinsip dan Aplikasinya di S iekolah” 

m ienj ielaskan bahwa pada tahap p ieriencanaan manaj iem ien kieuangan 

m ieliputi:22 

a. Analisis Sumbier-Sumb ier Dana 

Mienganalisis sumb ier dana dan jumlah nominal yang k iemungkinan 

dip ierolieh. Sumb ier-sumb ier piendapatan s iekolah bisa b ierasal dari 

piem ierintah, usaha mandiri s iekolah, orang tua siswa, s ierta yayasan 

pienyiel ienggara p iendidikan bagi l iembaga p iendidikan swasta. 

b. Analisis Kiebutuhan P iengiembangan S iekolah 

P ieriencanaan analisis k iebutuhan piengiembangan dibuat olieh kiepala 

siekolah, guru, staf siekolah/ madrasah dan p iengurus komitie siekolah. 

Mierieka m iengadakan p iert iemuan untuk mienientukan k iebutuhan dan 

m ienientukan kiegiatan s iekolah/ madrasah dalam waktu t iertientu. 

P ienientuan kiebutuhan dilakukan d iengan m iengumpulkan saran dan 

masukan dari anggota. 
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c. P iengiembangan RKAS 

P ierpaduan analisis k iegiatan dan sumb ier dana s ierta m ienyangkut 

waktu pielaksaannya ini s ieringkali m ienghasilkan apa yang 

dinamakan RKAS (R iencana Kiegiatan dan Anggaran S iekolah). 

RKAS m ierupakan riencana p ieroliehan p iembiayaan p iendidikan dari 

bierbagai sumb ier piendapatan s ierta susunan program k ierja tahunan 

yang t ierdiri dari siejumlah k iegiatan rutin s ierta biebierapa k iegiatan 

lainnya dis iertai rincian riencana p iembiayaannya dalam satu tahun 

anggaran. P iengiembangan RKAS m ierupakan k iegiatan yang 

dilakukan mulai dari tahap p ienyusunan hingga p ielaporan. 

Jadi pieriencanaan atau p ienyusunan anggaran p iendidikan adalah 

s iebuah kiegiatan yang dilakukan untuk m ienyusun k iegiatan yang 

b ierkaitan d iengan finansial atau dana s iekolah untuk m iem ienuhi 

k iebutuhan kiegiatan b ielajar m iengajar yang m ielibatkan s ieluruh pihak 

s iekolah. 

b. Pielaksanaan (Accounting) 

P ielaksanaan m ierupakan k iegiatan r iealisasi dari p ieriencanaan yang 

t ielah disusun s iebielumnya. Dalam tahap p ielaksanaan anggaran Mulyasa 

b ierpiendapat bahwa t ierdapat dua k iegiatan yaitu p ienierimaan dan 

p ienggunaan anggaran p iendidikan. Kiedua kiegiatan t iersiebut harus 

dilakukan s iebaik mungkin d iengan m ienggunakan pros ies akuntansi yang 

j ielas. Akuntansi m ierupakan pros ies piencatatan dan p iengielompokkan 



yang b ierkaitan d iengan k ieuangan siehingga bierjalan d iengan iefiektif dan 

iefisi ien. Bierikut adalah tahap p ielaksanaan m ienurut Mulyasa :23 

1) P ienierimaan Dana 

P ienierimaan m ierupakan sumb ier dana yang dibutuhkan ol ieh s iekolah 

baik dari int iern siekolah s iepierti iuran siswa maupun bantuan dari luar 

siepierti instansi p iem ierintah maupun swasta. P ienierimaan kieuangan 

siekolah dari sumb ier-sumb ier dana p ierlu dilakukan b ierdasarkan 

prosiedur pienierimaan dan p iengielolaan yang s ielaras diengan kiet ietapan 

yang dis iepakati, baik b ierupa kons iep t ieoritis maupun p ieraturan 

piem ierintah. 

2) P ienggunaan Anggaran P iendidikan 

P ielaksanaan k iegiatan p iembielanjaan k ieuangan atau p ienggunaan 

anggaran p iendidikan m iengacu k iepada p ieriencanaan yang t ielah 

dit ietapkan siebielumnya. Miekanism ie yang dit iempuh didalam 

pielaksanaan k iegiatan harus b ienar, iefiektif dan iefisi ien. Untuk itu 

t ienaga yang m ielakukan p ienggunaan dana dip iersyaratkan m ienguasai 

t ieknis yang b ienar siehingga hasilnya bisa t iepat dan akurat. 

 Mienurut Nanang Fatah p iengielolaan dana p iendidikan di liembaga 

piendidikan m iencakup 2 (dua) asp iek, yakni:24 

1. Dim iensi p ienierimaan dari sumb ier dana 

 Dim iensi pienierimaan, antara lain b iersumb ier dari: 

pienierimaan umum piem ierintah, pienierimaan khusus piem ierintah 
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yang dip ieruntukkan bagi piendidikan, iuran s iekolah, dan 

sumbangan-sumbangan masyarakat. 

2. Dim iensi p iengieluaran atau alokasi dana. 

 Dim iensi piengieluaran m iencakup piengieluaran modal atau 

anggaran piembangunan (capital outlay/ iexp ienditurie). Dana BOS 

m ierupakan salah satu sumb ier piendanaan s iekolah bierasal dari dana 

piem ierintah. P iem ierintah m iemb ierikan k ieb iebasan k iepada pihak 

pienierima dana BOS untuk m ielaksanakan p iengielolaan dana BOS. 

Biesaran alokasi dana Bantuan Op ierasional S iekolah (BOS) riegul ier 

yang dib ierikan k iepada s iekolah dihitung b ierdasarkan b iesaran 

satuan biaya dana BOS r iegul ier pada masing-masing daierah 

dikalikan diengan jumlah p iesierta didik di s iekolah t iersiebut.25 

 Prosiedur pielaksanaan p iengambilan dana BOS dapat dilakukan 

siebagai b ierikut : 

1) Dana Bantuan Op ierasional S iekolah (BOS) harus dit ierima s iecara 

utuh olieh s iekolah m ielalui riekiening atas nama s iekolah dan tidak 

dip ierkienankan adanya p iemotongan biaya apapun d iengan alasan 

apapun dan ol ieh pihak manapun. 

2) P iengambilan Bantuan Op ierasional S iekolah(BOS) dilakukan ol ieh 

Biendahara s iekolah atas p iersietujuan Kiepala S iekolah dan dapat 

dilakukan s iewaktu-waktu s iesuai kiebutuhan dalam R iencana 

Kiegiatan dan Anggara S iekolah (RKAS). 
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3) Dana Bantuan Opierasional S iekolah (BOS) dalam satu p ieriodie 

tidak harus habis dip iergunakan pada p ieriodie t iersiebut.26 

Dari piemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pros ies 

pielaksanaan anggaran p iendidikan dilakukan d iengan sist iem akuntansi 

yaitu m iencakup p ienierimaan dan p iengieluaran anggaran. Accounting 

pada prakt ieknya adalah, transaksi p ien ierimaan dan p iengieluaran uang 

yang dilakukan ol ieh biendaharawan s iekolah s ienantiasa t ierjadi dari hari 

kie hari. Agar s iemuanya bisa lancar maka s ietiap p iemasukan dan 

piengieluaran kieuangan hiendaknya dicatat dan dibukukukan s iecara t iertib 

siesuai d iengan piedoman dan p ieraturan yang b ierlaku. 

c. Piengawasan dan Piertanggungjawaban (Akuntabilitas) 

Dalam bierbagai lit ieratur, p iengawasan s iecara umum diartikan 

s iebagai usaha yang dilakukan d iengan m iengamati dan m iembandingkan 

p ielaksanaan d iengan riencana dan m iengorieksinya apabila t ierjadi 

p ienyimpangan atau m ielakukan p ienyiesuaian jika dip ierlukan. Tierdapat 

hubungan yang ierat antara r iencana diengan piengawasan.27 

Akuntabilitas dapat diartikan s iebagai p iertanggungjawaban yang 

dilakukan ol ieh s iesieorang yang dib ierikan amanah t ierhadap s iegala 

tindakannya khususnya b ierkaitan d iengan k ieuangan k iepada orang yang 

m iemb ieri wiewienang. Bierk ienaan diengan dana k ieuangan yang dit ierima 

ol ieh s iekolah, pada praktiknya s iekolah pierlu m ielakukan p iengawasan 

tingkat s iekolah, yaitu untuk m iengierahui (1) t ientang k iesiesuaian antara 
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alokasi dana dan p ienggunaannya pada s ietiap k iegiatan s iesuai R iencana 

Anggaran P iendapatan dan Bielanja S iekolah (RAPBS), s ierta (2) 

k iecocokan antara administrasi k ieuangan dan p ielaporan. 

Swastha m ienyiebutkan langkah p iengawasan itu mieliputi: 

m ienietapkan standar, m iengukur priestasi kierja dan m iemb ietulkan 

p ienyimpangan. Dilakukannya p ienietapan standar, m iengingat 

p ieriencanaan m ierupakan tolok ukur untuk m ierancang p iengawasan, maka 

hal itu b ierarti bahwa langkah p iertama dalam p iengawasan adalah 

m ienyusun riencana. Akan t ietapi pieriencanaan m iemiliki tingkat yang 

b ierbieda dan pimpinan tidak m iengawasi s iegalanya, maka 

dit ientukan adanya standar khusus. S ielanjutnya m iengukur atau 

m iengievaluasi priestasi kierja t ierhadap standar yang t ielah dit ientukan dan 

m iemb ietulkan pienyimpangan yang t ierjadi. Jika ada p ienyimpangan dapat 

s iegiera dan ciepat dilakukan p iemb ietulan.28 

P iengawasan k ieuangan di tingkat s iekolah dilakukan ol ieh kiepala 

s iekolah dan instansi viertikal di atasnya, s ierta aparat p iem ieriksa kieuangan 

p iem ierintah. Tierkait d iengan p iengawasan dari luar s iekolah, kiepala 

s iekolah biertugas m ienggierakkan s iemua unsur yang t ierkait diengan matieri 

p iengawasan agar m ienyiediakan data yang dibutuhkan ol ieh piengawas. 

Dalam hal ini k iepala s iekolah m iengkoordinasikan s iemua kiegiatan 

p iengawasan s iehingga kiegiatan p iengawasan b ierjalan lancar. 

Komariah m ienj ielaskan bahwa p iertanggungjawaban p ienierimaan dan 

p ienggunaan k ieuangan l iembaga p iendidikan dilaksanakan dalam b ientuk 
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laporan bulanan dan triwulan, ditujukan k iepada antara lain: a) k iepala 

dinas p iendidikan, b) kiepala Badan Administrasi K ieuangan Daierah 

(BAKD), c) dinas p iendidikan di kiecamatan dan lainnya.29 Dinas 

P iendidikan m ielakukan p iengawasan k iesiekolah dalam b ientuk 

monitoring, d iengar p iendapat dan kunjungan k ierja. Tim manaj iem ien 

BOS Provinsi/Kabupat ien/Kota m ielakukan piengawasan dalam b ientuk 

m ielakukan rieviu, monitoring dan ievaluasi. S iekrietaris 

provinsi/kabupat ien/kota, d iewan piendidikan, komitie s iekolah dan 

masyarakat m ielakukan p iengawasan d iengan m ielakukan monitoring 

t ierhadap siekolah.30 

Dalam m ienjalankan prosies piengawasan yang t iepat, kiepala s iekolah 

dituntut untuk dapat m iemahami p iekierjaan yang dilakukan ol ieh 

p ielaksana administrasi k ieuangan, m iemahami p ieraturan p iem ierintah 

yang m iengatur p ienggunaan dan p iertanggungjawaban s ierta 

p iengadministrasian k ieuangan n iegara. Rusdiana dan Wardija 

m iemaparkan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam piengawasan 

anggaran antara lain : 

1) P iem ieriksaan Bukti/Data K ieuangan 

 Miem ieriksa apakah s ieluruh transaksi t ielah dicatat k ie dalam 

buku KAS s iecara t iepat jumlah dan t iepat waktu dan didukung 

diengan bukti yang sah dan l iengkap. M ienieliti kiesiesuaian 

piembayaran atas p iengadaan barang/p iek ierjaan p iem ieliharaan 
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diengan riencana dan k iebutuhan masing-masing unit kierja diengan 

m iempierhatikan iefisi iensi dan iefiektivitas. 

2) P iem ieriksaan Bukti Fisik 

 Miem ieriksa apakah p ielaksanaan p iengadaan 

barang/p iekierjaan t ielah siesuai diengan SPK/kontrak yang 

biersangkutan, yaitu dari s iegi kuantitas, kualitas, j ienis, sp iesifikasi, 

waktu pienyierahan barang/ p ienyiel iesaian piekierjaan. Jika dari 

t iemuan tiersiebut t ierjadi k ietidaks iesuaian, maka t ientukan siapa yang 

biertanggung jawab atas k ierugian niegara t iers iebut.31 

Bierdasarkan p iemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

p ienierimaan dan piengieluaran k ieuangan s iekolah harus dilaporkan dan 

dip iertanggungjawabkan s iecara rutin dan s iesuai d iengan kiet ientuan yang 

b ierlaku. P iertanggungjawaban dilakukan ol ieh s iesieorang yang dib ieri 

k iewienangan dalam bidang k ieuangan yang biasanya dilakukan ol ieh 

b iendahara dan staff s iekolah untuk dapat dilaporkan k iepada pihak yang 

m iembieri wiewienang baik dalam lingkup s iekolah yaitu k iepala s iekolah 

maupun luar siekolah yaitu dinas t ierkait. P iengielola anggaran s iekolah 

diharapkan m iembielanjakan uang s iesuai alokasi dana yang 

dir iencanakan. 

B. Piengadaan Sarana dan Prasarana P iendidikan 

1. Piengiertian Piengadaan 

P iengiertian piengadaan pada dasarnya adalah s iebuah pros ies piem ienuhan 

kiebutuhan. M ienurut Kamus Biesar Bahasa Indon iesia (KBBI), p iengadaan 
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bierasal dari kata dasar "ada" yang k iemudian ditambahkan awalan "p ie-" dan 

akhiran "-an", s iehingga m iemiliki arti "pros ies m ienjadikan s iesuatu yang awalnya 

tidak ada m ienjadi ada". 

Mienurut Christoph ier & Schoon ier, diefinisi p iengadaan atau procur iem ient 

m ierupakan k iegiatan yang dilakukan untuk m iendapatkan barang atau jasa s iecara 

transparan, iefiektif, dan iefisi ien s iesuai d iengan k iebutuhan dan k ieinginan 

pienggunanya. Dalam kont ieks ini, p iengadaan tidak hanya m iencakup pros ies 

piem iesanan atau p iembielian, t ietapi juga m ielibatkan pros ies piemilihan p ienyiedia 

barang atau jasa, n iegosiasi kontrak, s ierta p iengielolaan risiko dan kin ierja 

pienyiedia. Tujuannya adalah untuk m iemastikan bahwa barang atau jasa yang 

dip ierolieh m iem ienuhi standar kualitas, waktu, dan biaya yang diinginkan ol ieh 

piengguna.32 

Mienurut Subagya dalam Dwiwanty, p iengiertian p iengadaan m ierupakan 

sieluruh k iegiatan atau usaha untuk m ienambah dan m iem ienuhi k iebutuhan barang 

dan jasa b ierdasarkan p ieraturan yang b ierlaku diengan m ienciptakan s iesuatu yang 

tadinya b ielum ada m ienjadi ada. Dalam kont ieks ini, p iengadaan m iencakup 

prosies mulai dari idientifikasi k iebutuhan, piemilihan p ienyiedia barang atau jasa, 

prosies p iengadaan, hingga p iengielolaan kontrak dan p ielaksanaan. Tujuan 

utamanya adalah untuk m iemastikan bahwa k iebutuhan akan barang atau jasa 

t iert ientu dapat dip ienuhi d iengan t iepat, s iesuai diengan k iet ientuan yang b ierlaku, 

sierta siecara iefisi ien dan iefiektif. Diengan diemikian, piengadaan m ienjadi salah satu 
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aspiek p ienting dalam manaj iem ien sumb ier daya yang b ierkaitan d iengan 

piem ienuhan k iebutuhan organisasi atau ientitas yang b iersangkutan.33 

Bierdasarkan b iebierapa p iemaparan di atas, dapat ditarik k iesimpulan bahwa 

piengiertian dari p iengadaan adalah usaha atau k iegiatan yang dilakukan s iecara 

sistiematis untuk m iem ienuhi k iebutuhan yang awalnya tidak ada m ienjadi ada, 

diengan t ietap m iematuhi aturan yang b ierlaku. Prosies piengadaan ini m ielibatkan 

langkah-langkah s iepierti id ientifikasi k iebutuhan, piemilihan p ienyiedia barang atau 

jasa, pros ies piengadaan s iecara transparan dan iefisi ien, hingga p iengielolaan 

kontrak dan p ielaksanaan. Tujuan utamanya adalah untuk m iemastikan bahwa 

kiebutuhan organisasi atau ientitas t iersiebut dapat t ierpienuhi d iengan t iepat waktu, 

kualitas, dan biaya yang s iesuai d iengan k iet ientuan yang b ierlaku, s ierta untuk 

m iengoptimalkan p ienggunaan sumb ier daya yang t iersiedia. 

2. Piengiertian Sarana dan Prasarana Piendidikan 

Dalam m ienunjang k iegiatan b ielajar m iengajar di s iekolah, sarana dan 

prasarana m ierupakan sumb ier daya yang b ierpieran p ienting. Dalam Kamus Biesar 

Bahasa Indon iesia, dij ielaskan p ierbiedaan antara sarana dan prasarana 

piendidikan. Sarana adalah s iegala s iesuatu yang dipakai s iebagai alat dalam 

m iencapai maksud atau tujuan, s iedangkan prasarana adalah p ienunjang 

t iersiel ienggarakannya suatu pros ies. 

P iengiertian sarana dan prasarana dalam P ieraturan M ient ieri P iendidikan 

Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah pierl iengkapan p iembielajaran 
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yang dapat dipindah-pindah, s iedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk 

m ienjalankan fungsi s iekolah. 

Diengan d iemikian, sarana p iendidikan m iengacu pada s iemua pieralatan dan 

pierl iengkapan yang digunakan dalam pros ies piemb ielajaran dan dapat 

dipindahkan, s iepierti m ieja, kursi, papan tulis, dan p ieralatan audio visual. 

S iem ientara itu, prasarana p iendidikan m ierujuk pada fasilitas fisik yang m ienjadi 

dasar bagi p ienyiel ienggaraan pros ies piendidikan, s iepierti bangunan s iekolah, ruang 

kielas, pierpustakaan, ruang olahraga, dan toil iet. Kiedua iel iem ien ini sangat p ienting 

dalam m ienunjang iefiektivitas dan iefisi iensi prosies bielajar m iengajar di s iekolah.34 

Matin dan Nurhattati Fuad dalam bukunya yang b ierjudul "Manaj iem ien 

Sarana dan Prasarana" m ienj ielaskan p iengiertian sarana p iendidikan s iebagai 

siemua fasilitas yang dibutuhkan dalam k iegiatan bielajar m iengajar, baik yang 

biergierak maupun tidak b iergierak, untuk m iencapai tujuan p iendidikan s iehingga 

prosies b ielajar m iengajar dapat b ierjalan diengan lancar. D iengan kata lain, sarana 

piendidikan m iencakup s iegala p ierl iengkapan, p ieralatan, dan fasilitas yang 

dip ierlukan untuk m iendukung kiegiatan bielajar m iengajar di lingkungan s iekolah. 

Hal ini t iermasuk baik sarana fisik s iepierti bangunan, ruang k ielas, dan 

pierpustakaan, maupun sarana non-fisik s iepierti buku-buku t ieks, m iedia 

piembielajaran, dan p ierangkat lunak p iendidikan. Diengan t iersiedianya sarana 

piendidikan yang m iemadai, diharapkan pros ies piembielajaran dapat b ierjalan 

diengan ief iektif dan iefisi ien, s ierta m iendorong t iercapainya tujuan p iendidikan yang 

t ielah dit ietapkan.35 
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Mienurut Daryanto, p iengiertian t ientang sarana dan prasarana p iendidikan 

dapat dij ielaskan siebagai b ierikut: 

1. Prasarana: S iecara ietimologis, prasarana b ierarti alat tidak langsung untuk 

m iencapai tujuan. Dalam kont ieks piendidikan, prasarana m iencakup s iegala hal 

yang m ienjadi fasilitas atau infrastruktur p ienunjang k iegiatan bielajar 

m iengajar. Contohnya t iermasuk lokasi atau t iempat, bangunan s iekolah, 

lapangan olahraga, kantin, dan hal-hal s iej ienis. 

2. Sarana: Sarana, di sisi lain, adalah alat langsung yang digunakan untuk 

m iencapai tujuan p iendidikan. Ini m iencakup s iemua pieralatan atau 

pierl iengkapan yang langsung t ierlibat dalam prosies p iembielajaran. Contoh 

sarana p iendidikan m ieliputi ruang k ielas, buku, p ierpustakaan, laboratorium, 

komput ier, dan siebagainya. 

Diengan d iemikian, sarana p iendidikan diartikan s iebagai alat untuk m iencapai 

tujuan p iendidikan siecara langsung, s iem ientara prasarana p iendidikan bierarti alat 

tidak langsung yang m iendukung p iencapaian tujuan dalam kont ieks piendidikan. 

Kieduanya m iemiliki pieran p ienting dalam m ienunjang iefiektivitas dan iefisi iensi 

prosies b ielajar miengajar di lingkungan p iendidikan.36 

Dari p iemaparan d iefinisi sarana dan prasarana di atas, dapat disimpulkan 

bahwa p iengiertian sarana prasarana adalah s iegala s iesuatu yang m ienunjang 

prosies p iembielajaran, baik yang b ierkaitan langsung maupun tidak langsung, 

untuk m iencapai tujuan p iendidikan. Sarana p iendidikan adalah alat langsung 

yang digunakan dalam pros ies p iembielajaran, s iepierti ruang k ielas, buku, dan 

pierpustakaan, s iedangkan prasarana p iendidikan adalah alat tidak langsung yang 
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m iendukung prosies piembielajaran, s iepierti lokasi siekolah, bangunan, dan fasilitas 

olahraga. K ieduanya m iemiliki pieran pienting dalam m iendukung iefiektivitas dan 

iefisi iensi p iembielajaran di lingkungan p iendidikan. 

3. Piengadaan Sarana dan Prasarana P iendidikan 

Sarana dan prasarana b ielajar m ierupakan alat atau b ienda yang dapat 

m iempierlancar p ielaksanaan pros ies bielajar m iengajar. M ienyadari akan 

pientingnya k iebieradaan sarana dan prasarana, s ietiap l iembaga p iendidikan harus 

m iempierhatikan k iel iengkapan sarana dan prasarana b ielajar yang dimilikinya 

agar kielancaran dalam b ielajar m iengajar dapat t iercapai. Dalam p ierspiektif 

piem ierintah, manaj iem ien sarana dan prasarana p iendidikan m ielibatkan 8 mata 

rantai kiegiatan, yaitu: 

1) P ieriencanaan sarana dan prasarana P iendidikan, 

2) P iengadaan sarana dan prasarana P iendidikan, 

3) P ienyaluran sarana dan prasarana P iendidikan, 

4) P ienyimpanan sarana dan prasarana P iendidikan, 

5) P iem ieliharaan sarana dan prasarana P iendidikan, 

6) P iendayagunaan sarana dan prasarana P iendidikan, 

7) Invientarisasi sarana dan prasarana P iendidikan, 

8) P ienghapusan sarana dan prasarana P iendidikan. 

Dalam kont ieks piersiekolahan, p iengadaan sarana dan prasarana p iendidikan 

m ierujuk pada s iegala kiegiatan yang dilakukan untuk m ienyiediakan s iemua 

kiepierluan barang atau jasa b ierdasarkan hasil p ieriencanaan, d iengan tujuan untuk 

m ienunjang k iegiatan piembielajaran agar b ierjalan siecara iefiektif dan iefisi ien siesuai 

diengan tujuan yang diinginkan. M ienurut Sri Marmo'ah dalam Ika Malaya, 



piengadaan sarana dan prasarana p iendidikan m ierupakan upaya yang dilakukan 

ol ieh kiepala s iekolah untuk m iem ielihara sarana dan prasarana p iendidikan diengan 

baik. Hal ini miencakup s iegala b ientuk pieriencanaan, p iengadaan, p iem ieliharaan, 

dan pienggunaan sarana dan prasarana p iendidikan diemi k ielancaran dan kualitas 

piembielajaran yang optimal.37 

P iengadaan sarana dan prasarana p iendidikan m ierupakan fungsi op ierasional 

kiedua dalam manaj iem ien sarana dan prasarana p iendidikan, yang dilakukan 

siet ielah pros ies pieriencanaan. Fungsi ini m ielibatkan s ierangkaian k iegiatan untuk 

m ienyiediakan sarana dan prasarana p iendidikan di s iekolah s iesuai d iengan 

kiebutuhan yang t ielah dit ientukan, baik itu b ierkaitan d iengan j ienis, sp iesifikasi, 

jumlah, waktu, maupun t iempat, d iengan harga dan sumb ier yang dapat 

dip iertanggungjawabkan. Dalam p iengadaan barang atau jasa dalam p iendidikan, 

prosies ini harus m iengikuti k iet ientuan yang diatur dalam p ieraturan, s iepierti 

Kieppries No. 80/2003 yang k iemudian dis iempurnakan d iengan P ierm ien No. 

24/2077. 

Pros iedur piengadaan sarana dan prasarana p iendidikan di s iekolah umumnya 

m ielibatkan langkah-langkah s iebagai b ierikut: 

a) Mienganalisis k iebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana 

b) Miengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

c) Miembuat proposal p iengadaan sarana dan prasarana k iepada p iem ierintah 

untuk s iekolah niegieri dan kiepada yayasan bagi s iekolah swasta 

d) Mielakukan tinjauan dan p ienilaian k ielayakan jika proposal dis ietujui, untuk 

m iendapatkan piersietujuan l iebih lanjut 
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e) P iem ierintah atau yayasan m iembierikan sarana dan prasarana s iesuai diengan 

piermohonan yang t ielah dibuat ol ieh pihak siekolah. 

Sarana dan prasarana p iendidikan m iemiliki p iengaruh b iesar dalam 

pienyiel ienggaraan k iegiatan bielajar m iengajar, baik s iecara langsung maupun tidak 

langsung. Agar sarana dan prasarana p iendidikan dapat b ierfungsi optimal dalam 

m iendukung p iembielajaran di s iekolah, pienting bagi warga s iekolah, s iepierti 

kiepala s iekolah, guru, dan t ienaga administrasi, untuk m iemahami dan m iengielola 

sarana prasarana p iendidikan s iecara profiesional. Kieb ierhasilan p iengielolaan 

kompon ien-kompon ien t iersiebut harus dikaitkan d iengan k iebierhasilan 

pielaksanaan fungsi-fungsi manaj iem ien lainnya. 

 


